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WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 11. TAHUN 2OO4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA.

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 200L

tentang Pembentukan Kota tangsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara

optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur

Sufllnan orgarrisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

383e);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 38a8);

Undang-undang Nomor 43 Tahun L999 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomot1.69, Tambahan Lembaran Negara Nomor S9O),

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota langsa

(l-embaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4110) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1L4, Tambahan Lembaran Negara

Nomor4131);

3.

4.

3 .

6. Peratura " /
/



6.

7.

B.

9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam jabatan Strukturai ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4794) ;

Peraturan Pemerintah Nonor 8 Tahul 2003 tentang Pedomal Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tanbaheur

Lembaral negara Nomor 4262) ;

peratural Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Peminclcrl:ran cliur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembararr Negara

f'ahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);

Keputusal Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentalg Tel.arik Pent'usulart

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang

Rancangan Peraturan Pemerintah dar-r Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran negara Tahun 1999 Nomot 70) ;

Keputuseur Nlenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tenteurg TeicLik

penvusunan clan Nlateri N{uatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan N,{enteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahur-r 2001 Tentang Bentuk

Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusar lr,Ienteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur

Penvusunan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Bersama Nlenteri Pendavagunaal Aparatr,rr Negara dal Nlenteri

Dalam Negeri Nomor 01/SKB/lv{.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentalg

Petuljuk Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2003 dal Peraturan

Pemerintarh Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan Persetujual bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

NTEN{UTUSKAN:

QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KER]A DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA LANGSA.

1 ' lr  l -

12.

13.

i4.

lr,{enetapkan

BAB I



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, \'attg dimaksucl clengan :

l. Daerah adalah Kota Langsa ;

2. Pemerintah Daererh aclalah \{alikota beserta Peralgkat Daerah otonon t'ang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Sekretaris Daerarh selanl'utn1'a disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota

Lalgsa;

5. Dinas Pendapatan Daererh adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa;

6. Kepala Dinas Penclapatan Daerirh adalah Kepala Dinas Penclapatal Daerah

Kota Langsa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qalul ini clibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Lalgsa.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakal unsur pelaksala Pemerintahan Kota di

birlang Pendapatan Daerah di Daerah;

(2) Dirras dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas vang beracla dibawah dan

bertan ggun g jaw ab kepa da Walikota melalui Sekre taris Ko ta.

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fugas membantu Waliliota dalam

penvelenggaraan Pemerintah Daerah dibirlang Penclapatan Daerah.

Pasal 5

Untuk ment elenggarakan tugas sebagaimala tlimaksud dalam pasal 4, Dinas

Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Pelaksalraan pen\rusunan program peningkatan penrlapart asli daerah,

pengembangan, pemirntauan clan pengenclaLian operasional penclapatan daerah;



b. Pelaksanaan pendataan penciaftaran, regristasi clan pemeriksaal objek

pendapat;

c. Pelaksanaan penetapan perhitungan clan penertiban surat ketetapan paiak;

cl. Pelaksalaal penagihan, penerimaan, pembukuan penclapatal dar-r pengawasan;

e. tnLlelakukan pembinaan terhadap sumber-sumber pendapa tan;

f. Pelaksanaan bimbingan dal pelavanal terhadap masvarakat dibitlalg

pendapatan;

g. Pengelolaan aclministrasi lain )'ang meliputi pekeriaan ketatausahaal,

kepegawaian, keuangal, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaal dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(i) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terciiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Bagial Tata Usal'ra

c. Bidang Bina Prograrrr

d. Birlalg Pendapatan

e. Bidang Pasar

i. Kelompok Jabatan Fulgsional.

(2) Bagan susun€In Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa

sebagaimana tercantum clalam lampiran Qanul irri clan meruparkal bagiar-r

vang ticlak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Walikota melalui Sekretaris Daera}r.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Nlemimpin dal membina clinas dalam melaksalakan tugas ]'ang

ditetapkan berrlasarkan Peraturan Perunclang-underngan \rang berlaku;

b. N,{enviapkan kebijakal umum daerah dibicleurg bina progran'r,

pendapatan dan pasar;

c. N,{enetapkan kebijakan teknis dibidang bina program, pendapatan clan

pasar cli daerah r.ang menjadi tanggung jawabnr.a sesuai tlengiln

kebijakan umum ).ang ditetapkal oleh Walikota;

(1)

(2)

d. N{elaksanakan



d. IV{elaksanakan kerja sama dengim instalrsi organisasi lain }'ang

menviurgkut bidalg bina prograrn, pendapatan dal pasar;

e. N4elaksanakan tugas-tugas clinas lain r.ang cliberikan oleh \\'alikota

sesuai clengan biclang tugasnva.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pen'rbantu Kepala Dinas dibidiurg

pembinaan clan pengelolaan administrasi.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian vang berada c1i

bawah dal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usal'ra mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan

admirristrasi umum, perlengkaparl keualgal, kepegawaian, penataan arsip,

clokumentasi, organisasi clan tata laksana serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana climaksucl clalam pasal9, Bagian

Tata Usirha mempunvai fungsi :

a. Pengelolaan clan pembinaan kepegawaiirn, keuangan, administrasi umum/

perlengkapal, rumah tangga, penata arsip dal dokumen serta organisasi dan

keta ta laksanaan;

b. Penr.iapan clata, informasi dan irubungatl mas\rarakat;

c. Pelaksanaan fugas-tugas lainnva veu-rg diberikat oleh Kepala Dinas sesuai

clengan bidzurg tugasnva.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri clari :

a. Sub Bagian Umurrr clan Kepegawaial;

b. Sub Bagian Keuangan dan Periengkapan.

(2) N{asing- masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pacla avat (1), tlipimpir

oleh seoralg Kepaia Sub Bagian vang bercla clibawah dan bertanggung jawab

kepacla Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnl'a .

Pasar 12 
/ 

"



Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegar,r'aian memptlnvai tugas melaksanakan

pengelolaan admirristrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan

pegawai serta pengumpulan peratural peruldang-undangan organisasi dzrn

ketatalaksanaim;

(Z) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunvai tugas melaksanakalt

pelgelolaal administrasi keuangan valg meliputi ketatalaksalaar-t, surat-

men\rurat, kerumah tanggaan, perjalanan dinas dan hubungan masyarkat

serta pen\.usunan anggaran, pembukuan, pertanggrmg jawaban dan

pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi barang / perlengkapan.

Paragraf 3

Bidang Bina Program

Pasal 13

(1) Biclang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bitiang pen\rusunan

program dan kegiatan;

(2) Biclang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada

clibawcrl'r dan bertangglrng jawab kepacla Kepala Dinas'

Pasal 14

Bidang Bina Program mempulvai tugas melaksanakan kegiatan pen\usunan

rencana strategis, program dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan,

pengawasall dan pengendalian serta pengawasar dan pengelolaal pemberian

perizinan.

Pasal 15

UnLuk men\.elenggarakan tugas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 14, Bidarg

Bina Program mempunvai fungsi :

a. Nlenr.usul rencana strategis jangka pendek dal jangka paljiu-tg serta

pengkajian clan evaluasi secara berkala ;

b. Pen\-usunan progran dan kegiatan, pengumpulalr clan pengelolaan clata

serta penl'usunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

c. Pengawasan dal pengenclalian, monitoring serta evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan;

r1. Pelaksiuraan koorclinasi clengal Bagian, Biclzu-rg clal unit kerja teknis clinas

clalam bidang pen\rusunan program clan evaluasi serta pelaporan;

e. Penr.usturan laporan akuntabilitas kinerja dinas ;



f .

g.

Pemberian clan pengawasan periztnan;

Pelaksanaanfugas-tugaslainnYa)'angcl iber ikanolehKepaiaDinassesuai

clengan biclang tugasnva.

Pasal 16

Bidang Bina Program terdiri dari:

a. Seksi Pen\.usur"nn Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan '

Nlasing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala seksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Bina Pogram sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal 17

Seksi Penr.'usunan Program, Data, Evaluasi clan Pelaporan mempun\rai tugas

melakukan pen\-usunan rencana strategis, proglam dan kegiatiur,

mengumpul dan mengolah data, mengevaluasi terhadap pelaksanaan

program kegiatal serta men\.usul dan ment.iapkan laporal pelaksanaan

prograrn dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja dinas,

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan mempun'ai tugas

melaksanakan pengawasan dan pengendaliary monitoring, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan prograrrr kegiatan serta pemberian perizinan, sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan vang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Pendapatan

Pasal 18

Bidang Pendapatan adalerh unsur pelaksana teknis di bidang pendapatan;

Bidalg Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Biclang valg berada

clibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penviapaLn bahan pembinaan

dal pelavanal serta pefurrjuk teknis penvelenggaraan perencanaan dal

pengendalian operasionaf pendaftaran dan penclapatan, penetapan serta

pelragil"ral.

(1)

(2)

(1)

/? \

(1)

(2)

Pasal 20



Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidalg

Pendapatan mempunvai fungsi :

a. Penyiapan perumusan perenc€rnaal'r dan pengenclalian operasional sumber-

sumber objek pajak;

b. Pelaksanaan penda{taran dan pendataan objek-objek pendapatan;

c. Pelaksanaan perhitlurgan ulhrk penetapan besarnva pajak, retribusi dan

pendapatan lain;

cl. Pelaksanaan penagihan clan pelavanan keberatan terhadap wajib Paiak,

retribusi dan pendapatan lainnt'a )'a11g telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan vang berlaku;

e. Pelaksanaal tugas-hrgas lain I'alg cliberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengar-r

bicleurg tugasnva.

Pasal 21

(1) Bidang Pendapatan terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Operasional dan Penclapatan;

b. Seksi Penetapan clal Penagihal.

(2) Nlasing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pendapatan sesuai clengan bidang tugasnva.

Pasal22

(1) Seksi Perencanaan Operasional dan Pendapatan mempuilrai tugas

melakukan bimbingan teknis perencanaan pengendalian operasional dinas

dan melakukan pendaftaran serta pendataan wajib pajak/retribusi dan

penda{taran lairurt'a untuk merrcapai sasar€rn pencapaian pendapatar-r

claerarh;

(2) Seksi Penetapan dan Penagihan mempunvai tugas melakukan perhitungan

urtr:k penetapan besaml,n pajak, retribusi dan pendapatal lain, pemutusan

sewa tanah milik pemerintahan daerah, losd, kios dan balik nama serta

pelavanal unum terhadap keberatan clan pennrluhan kepada wajib pajak,

retribusi dan pendapatan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Pasar

Pasal 23

(l) Bidang Pasar adalah unsur pelaksanaan teknis cli bidang pasar;

/
( 2 )  B ida r re  . . . . . . . . h . . '' /



(2) Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang t'ang berada dibawah

dal bertanggung jawab kepacla Kepala Dilras.

Pasal 24

Biclalg Pasar mempunvai fugas ment'iapkam bahan pembinaan clan pelat'anan

serta penyusunan petunjuk teknis penvelenggaraiur pembinaan usaha dal

pengembalgan sarana dan prasarana.

Pasal 25

Untuk menvelenggarakal tugas sebagaimana climalisucl dalam pasal 24, Biciang

Pasar mempunvai ftrngsi :

a. Penviapan bahan pen\rusunan pedoman clan petunjuk teknis pembinaan

usaha;

b. Penyiapan bahan penvusunan pedoman rleur petunjuk teknis pembinaan

perencanaan pengembangan sarana dal prasarana pasar;

c. Pelaksanaan penertiban keamanan lingkungan pasar;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnva r.arg diberikan oieh Kepala Dinas sesuai

elengan biclang tugasnva.

Pasal 26

(1) Bidalg Pasar terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban;

b. Seksi Pengembangan Sarana dal Prasarana Pasar.

(2) Nfasing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pacla avat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi vang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pasar sesuai dengan bidalg tugasnva.

Pasal2T

(i) Seksi Pembinaal Usaha cleur Penertiban mempunr.ai tugas melaksanakal

pengkoordinasian clan penr.uluhan serta bimbingan dan pembinaan para

usaha / pedagang Penertiban para pedagang dilingkungan pasar;

(2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar mempunvai tugas

melaksanakan perencarlaall, pengembangan, pengevaluasiar dan penataal

sarai.ta dan prasarana pasar;

I
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(1)

\ 4 )

(4)

(5)

BAB TV

KELOMPOK IABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas melaksanakan sebagian tugas

dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal28, terdiri

dari seiumlah tenaga fungsional r.alg cliatur rian ditetapkan berdasarkan

perafuran perunclang-undangan vang berlaku ;

Kelompok ]abatan Fungsional sebagaimana dimerksud pada avat (1)

clipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior vang ditunjuk oleh Walikota

clan bertanggurlg jawab kepada Kepaia Dinas ;

(3) lumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ar.at (1) clitentukan

berdasarkan kebutuhan clan beban keria;

Jenis clar-r |enjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksucl pada avat (1)

cliatur berdasarkan peraturan perunclang-unclargan vang berla-ku ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas sesuai dengan Peraturiur

Penurdang-undangal vang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas adalah jabatal eselon II.b;

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang aclalah jabatan eselon III.a ;

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatal eselon IV.a.

Pasal 31

Kepaia Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang cliangkat clerr diberhentikan

oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh

Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkiln

usulan Kepala Dinas/Badan/Kaltor dengan berpedoman pacla

pertimbangan Baperjakat.

(1)

(2)

BAB VI



BAB VI

TATA KERIA

Pasal 32

(1) Dalimr melaksanakal tugasnva Kepala Dilas, Kepala Bagian, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian clan Kepala Seksi serta kolompok jabatan Fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik clalam

lilrgkungeur masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkurgeur

dinas serta dengau instansi lain c1iluar dinas sesuai dengan tugas pokolcl'a

masing-masing;

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi cli lingkungan rlinas waiib melaksanakan

pengawasan melekat.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menialarrkan tugasnva karena

berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang

Kepala Biclang untuk mewakilinva sesuai dengal peraturan perundang-

unclangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas clan kualitasnya;

(2) Dalarn ha1 Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Biclang tidak dapat

menjalankan fugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menurrjuk

salah seorallg Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menumt bicliurg

tugasnva masing-rnasing untuk mewaliilinva sesuai dengan peraturian

pen:ldang-undangan t.ang berlaku clengan mernperhatikan senioritas clan

kualitasnl'n;

(3) Dalam hai Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak clapat menialankan

tugasnya karena berhalalgar"r, maka Kepala Dinas menunjukkan salah

seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-nasing untuk mewakilinva

sesuai dengan peraturan perunda:rg-turdangan )'ang berlaku dengar

memperhatikan senioritas dan kualitasnt a

Pasal 34

Atas clasar pertimbangan dal'a guna clan hasil guna masing-masir-rg pejabat

claiam lingkungan Dinas Penclapatarn Daerah clapat mendelegasikar-r

kewenimgtrn-kewenerngan tertentu kepada Pejabat setingkat ciibawahnva sesuai

dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku .



BAB VII

PENBIAYAAN

Pasal 35

Segala biat,a yang diperlukan ultuk pelaksanaan kegiatal Dinas Pendapatal

Daerah dibebalrkan pada Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

Kota Langsa dan penerirnaan sumber lain vang sirh '

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Dengiur berlakunva Qanun ini, maka segala ketenfuan )'eurg bertentangan

tlengan Qanun ini clinl'312kan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal t,ang beium diahrr dalam Qanun irri akan cliatur kemudian clengan

Keputusan Walikota sepanjang mengenai peratureur pelaksananva dengan

nremperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan I'ar-rg berlaku

Pasal 37

Qanul ini dimuiai beriaku pacla tanggal cliundangkal

Agar setiap orimg mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Qanun ini

dengal penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkal di Langsa
pacla tanggal 25 Agustus 2004 l\l

9  R a j a b  1 4 2 5 H

WALIKOTA LANGSA.

AZIZ
Diundangkan tli Langsa
patla talggal 5 Agustus 200'l \1

9  R a i a b  7 4 2 5 H

BAIDI A. GAN
N,TBINA UTAN{A NIUDA

NtP. 130 526075

LEN,{BARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO4 NONIOR 28 SERI D NOI\,IOR 18
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